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BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa peran serta masyarakat dalam melestarikan fungsi 

lingkungan sungai Kahayan di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah masih 

belum dilakukan secara optimal, dimana masyarakat masih belum memahami 

baik apa yang di maksud dengan peran serta masyarakat, maupun hak dan 

kewajiban yang harus dilakukan dalam hal peran serta masyarakat. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian tentang peran 

serta masyarakat dalam melestarikan fungsi lingkungan sungai Kahayan di 

Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah, maka penulis menyarankan bahwa : 

1. Bagi pihak masyarakat yang bermukim dipinggiran sungai 

Kahayan maupun diatas sungai Kahayan melakukan koordinasi 

dengan pihak terkait baik melalui RT, RW, Kelurahan hingga 

pihak Kecamatan Pahandut dan Pahandut sebrang untuk 

mengadakan pembinaan serta edukasi terkait cara menjaga serta 

melesatarikan fungsi lingkungan Sungai Kahayan, serta untuk 
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lebih mengoptimalkan pengaduan lingkungan yang telah 

disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya 

pada website resmi melalui https://dlh.palangkaraya.go.id. 

2. Bagi pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya harus 

selalu melakukan koordinasi dengan masyarakat khususnya yang 

bermukim di pinggiran sungai maupun diatas sungai Kahayan 

melalui RT, ataupun RW setempat , untuk melakukan sosialisasi 

yang berkala terkait untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan 

sungai Kahayan itu sendiri, serta selalu turut serta untuk 

memfasilitasi setiap kegiatan masyarakat yang berhubungan 

dengan kelestarian lingkungan khususnya lingkungan hidup sungai 

Kahayan, serta lebih memberi informasi terkini secara update 

kepada masyarakat khususnya masyarakat yang bermukim di 

pinggiran Sungai Kahayan. 

 

 

 

 

 

 

 

https://dlh.palangkaraya.go.id/
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